







A. Latar Belakang  
Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 menetapkan bahwa 
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti, bahwa penggunaan 
tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat dari hak atas tanah tersebut. Sehingga 
dapat bermanfaat bagi pemilik tanah maupun bagi masyarakat dan negara. 
Pengaturan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah yang ada di 
kawasan Indonesia mengacu kepada pengaturan penguasaan dan penggunaan 
tanah pada umumnya. Baik untuk kepentingan pribadi, kepentingan pemerintah, 
maupun kepentingan swasta. Dalam hal ini kepentingan masyarakat berkaitan 
dengan hak-hak yang dapat dimiliki atau dapat diberikan oleh negara kepada 
rakyatnya atas obyek tertentu. 
Menyangkut hak-hak tertentu, konstitusi negara menjamin adanya hak-hak 
dasar rakyat, tidak hanya terhadap hak-hak atas tanah tetapi juga terhadap hak-hak 
dasar lainnya yang memang diemban oleh rakyat dan wajib dilindungi oleh 
negara. 
Menyangkut masalah pertanahan yang merupakan sumber utama 
kesejahteraan maka dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 
1945 yang berbunyi : 
Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung 







Penguasaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut 
menunjukkan bahwa pemanfaatannya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat 
sekaligus dengan memperhatikan aspek keadilan yang ditunjukkan dari kata 
“sebesar-besarnya”, artinya hasil dari penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, dan 
kekayaan alam tersebut bukan untuk perseorangan atau kelompok tertentu tetapi 
untuk rakyat banyak. 
Selanjutnya kebijakan di bidang pengelolaan bumi, air, ruang angkasa dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya (sumber daya agraria) diatur dalam 
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria, 
yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 dengan lembaran negara No. 
104 Tahun 1960. Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat organik, baik dalam bentuk 
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri 
dan lain-lain. 
Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria mengatur bahwa bumi, air, ruang 
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan 
tertinggi dikuasai oleh negara. 
Kemudian Pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria menentukan bahwa atas 
dasar hak menguasai dari negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 adanya 






Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan 
tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah dan dalam batas-batas menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Dengan kata lain mengalokasikan kekuasaan hak atas tanah oleh negara 
kepada orang atau badan hukum yang dilakukan secara terukur agar dapat 
digunakan bagi kelangsungan hidup setiap orang secara bersama-sama.
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Oleh karena itu secara konsepsional, seluruh permukaan bumi (tanah) 
yang ada di seluruh wilayah Indonesia dapat diberikan hak-hak atas tanah kepada 
setiap warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Adapun wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap 
tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu :
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1. Wewenang umum 
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah 
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga 
tubuh bumi, air, dan ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-
batas menurut Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan 
hukum lain yang relevan. 
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2. Wewenang Khusus 
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah 
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan 
macam hak atas tanahnya. Misalnya, wewenang pada tanah hak milik 
adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan. 
Wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah mengggunakan tanah 
hanya untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan di atas tanah 
yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna usaha adalah 
menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan dibidang 
pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. 
 Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam Pasal 16 
ayat (1) huruf h Undang-undang Pokok Agraria. Macam-macam haknya 
disebutkan dalam Pasal 53 Undang-undang Pokok agraria, yang meliputi hak 
gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, 
dan hak sewa tanah pertanian. 
 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak gadai diatur dalam Pasal 7 Undang-
undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pasal 7 
Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 memuat ketentuan pengembalian dan 
penebusan tanah pertanian yang digadaikan. Ketentuan-ketentuan tersebut 
merupakan perubahan peraturan gadai-menggadai tanah menurut hukum adat. 
Pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960, berbunyi : 
Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada 
mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib 





tanaman yang ada seleai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut 
pembayaran uang tebusan. 
 
 Berkaitan dengan Pasal 7 ini menurut penulis ada hal yang menarik untuk 
dikaji secara ilmiah, bertempat di Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten 
Sumedang terdapat kasus penggadaian tanah pertanian seluas 784 m
2 
oleh 
seseorang kepada pihak lain dengan nilai gadai berupa 30 kwintal gabah dan 20gr 
emas. 
 Pada waktu berlangsung perjanjian gadai tanah antara kedua belah pihak 
terdapat saksi dari penggadai dan penerima gadai, selembar kwitansi sebagai bukti 
pembayaran nilai gadai yang dilakukan pada 17 september tahun 1996.  
Pada perjanjian gadai tanah di Desa Situmekar Kecamatan Cisitu 
Kabupaten Sumedang jangka waktu gadai minimal 3 tahun, tetapi apabila belum 
genap 3 tahun pemilik tanah diperbolehkan menebus tanah pertanian yang 
digadaikannya kepada orang lain. Sedangkan waktu maksimal berlangsungnya 
gadai tanah pertanian tidak dibatasi. Gadai pada daerah ini tidak bisa diakhiri 
dengan hasil pertanian, tanah yang digadaikan hanya  bisa ditebus dengan nominal 
harga pada saat ini. 
Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai-menggadai tanah 
menurut ketentuan hukum adat khususnya di Desa Situmekar Kecamatan Cisitu 
Kabupaten Sumedang mengandung unsur eksploitasi, karena hasil yang diterima 
oleh pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan setiap tahun umumnya jauh 
lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang merupakan bunga yang layak dari 





Dalam hal ini jelas telah melanggar ketentuan dalam  Undang-undang No. 
56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian khususnya Pasal 7 
yang berbunyi : 
Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada 
mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib 
mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah 
tanaman yang ada seleai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut 
pembayaran uang tebusan. 
 
 Dalam Pasal 10 ayat 1/b Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 
menyebutkan bahwa pemegang gadai yang tidak melaksanakan kewajiban 
mengembalikan tanah yang dikuasinya dengan hak gadai menurut ketentuan Pasal 
7 dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-. 
Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 
mengangkatnya sebagai judul skripsi yaitu “PENYELESAIAN PENGUASAAN 
TANAG PERTANIAN DENGAN HAK GADAI YANG BERTENTANGAN 
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 56 Prp TAHUN 1960 TENTANG 
PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI DESA SITUMEKAR 
KECAMATAN CISITU KABUPATEN SUMEDANG.” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penulisan skripsi ini 
peneliti akan menganalisa permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian 





1. Bagaimana pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat adat di Desa 
Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang setelah berlakunya 
Pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 ? 
2. Bagaimana penyelesaian terhadap penguasaan tanah pertanian dengan hak 
gadai yang bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp 
Tahun 1960 ? 
3. Bagaimana kendala dan upaya dalam penyelesaian tentang penguasaan 
tanah pertanian dengan hak gadai yang bertentangan dengan Pasal 7 
Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 ?  
 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui : 
1. Pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat hukum adat di Desa 
Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang setelah berlakunya 
Pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960. 
2. Penyelesaian terhadap penguasaan tanah pertanian dengan hak gadai 
yang bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp Tahun 
1960. 
3. Kendala dan upaya dalam penyelesaian tentang penguasaan tanah 
pertanian dengan hak gadai yang bertentangan dengan Pasal 7 Undang-






b. Manfaat Penelitian 
Sedangkan manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
penjelasan mengenai pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat 
hukum adat di Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten 
Sumedang. 
2. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
sebagai referensi (memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan Hukum Perdata) dan melengkapi penelitian 
sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang Hukum Perdata. 
 
D. Kerangka Pemikiran 
Sumber utama dalam pengembangan pembangunan hukum tanah nasional 
adalah hukum adat. Hal ini tercermin dari rumusan Pasal 5 Undang-undang No. 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria yang menyatakan 
bahwa : 
Hukum agraria atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, 
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia 
serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang 
ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan 






Undang-undang ini mencabut Agrarische Wet 1870 beserta ketentuan-
ketentuan lanjutannya, dan mendasarkan diri kepada hukum adat, karena hukum 
adat dianggap bersumber kepada kesadaran hukum rakyat.
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Hukum tanah nasional adalah hukum tanah Indonesia yang tunggal yang 
tersusun dalam suatu sistem berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengenai 
hubungan hukum antara masyarakat hukum adat tertentu dengan tanah ulayatnya. 
Hukum adat adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata 
dari rakyat, dan sebagai hukum rakyat hukum adat terus-menerus dalam keadaan 
tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat itu sendiri.
4
 
Sedangkan konsepsi hukum tanah adat adalah konsepsi asli Indonesia 
yang bertitik tolak dari keseimbangan antara kepentingan bersama dan 
kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, dapat juga disebut sebagai konsepsi 
pancasila. Karena memposisikan manusia dan masyarakatnya dalam posisi yang 
selaras, serasi, seimbang dan tidak ada pertentangan antara masyarakat dan 
individu. 
Dibandingkan dengan konsepsi hukum tanah barat, konsepsi hukum tanah 
nasional yang didasarkan pada hukum adat jelas merupakan konsepsi yang sesuai 
dengan falsafah dan budaya bangsa Indonesia. Konsepsi hukum tanah eropa yang 
didasarkan pada semangat individualisme dan liberalisme tentu tidak sesuai 
dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang komunal dan religius.
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 Hukum adat sebagai dasar bagi pembentukan hukum agraria  nasioanal 
mempunyai dua kedudukan, yaitu : 
1. Hukum adat sebagai dasar utama 
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Penunjukan hukum adat sebagai dasar utama dalam pembentukan hukum 
agraria nasional dapat disimpulkan dalam kosideren Undang-undang 
Pokok Agraria dibawah perkataan “berpendapat” huruf a, yaitu : “bahwa 
berhubungan dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan 
diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum 
adat tentang tanah, yang sederhana, dan menjamin kepastian hukum bagi 
seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang 
bersandar pada hukum agama”. 
2. Hukum adat sebagai hukum pelengkap 
Dalam hubungannya dengann hukum agraria nasional tertulis yang belum 
lengkap norma-norma hukum adat berfungsi sebagai pelengkap. Hal ini 
telah dinyatakan dalam Pasal 56 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu :  
Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 
50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-
ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya 
mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau 
mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.  
 
Juga dinyatakan dalam Pasal 58 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu : 
Selama peraturan pelaksana Undang-undang ini belum terbentuk, maka 
peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis 
mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang 
ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan 
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang 
sesuai dengan itu. 
 Persyaratan dan pembatasan berlakunya hukum adat dalam hukum agraria 
nasional secara tegas dimuat dalam Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu : 





2. Tidak bertentangan dengan nasionalisme Indonesia 
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undng-undang 
Pokok Agraria itu sendiri 
4. Tidak bertentangan dengan agraria lainnya 
5. Harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama 
Konsepsi hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang 
komunalistik religius, yang memungkin penguasaan atas tanah secara individual, 
dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur 
kebersamaan. 
Pasal-pasal yang mengatur hak-hak atas tanah sebagai lembaga hukum                          
dalam Undang-undang Pokok Agraria adalah Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16 
ayat (1) dan Pasal 53. Pasal 53 berbunyi : 
(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak 
menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-
sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak 
tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu singkat. 
(2) Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2)  dan (3) berlaku terhadap 
peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini. 
 
Salah satu hak sementara yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) adalah 
hak gadai. Hak gadai adalah pengertian yang berasal dari hukum adat, sebagai 
akibat adanya perbuatan hukum yang disebut “jual gadai”. 
Jual gadai adalah penyerahan sebidang tanah oleh pemilik kepada pihak 
lain dengan membayar uang kepada pemilik tanah dengan perjanjian bahwa tanah 
itu akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila pemilik mengembalikan uang 
yang diterimanya kepada orang yang memegang tanah tersebut.
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Apabila tidak ada persetujuan apapun mengenai pembatasan lamanya 
gadai, maka hak menebus tetap ada ditangan pemilik tanah dan bisa beralih 
kepada ahli warisnya. Sehingga pada masyarakat adat banyak gadai tanah 
pertanian yang berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sampai pada puluhan 
tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan. 
Untuk mengantisipasi unsur eksploitasi pada gadai tanah pertanian 
menurut ketentuan hukum adat, maka Pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp Tahun 
1960 memuat ketentuan tentang pengembalian dan penebusan tanah pertanian 
yang digadaikan. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan perubahan peraturan 
gadai-menggadai tanah menurut hukum adat. 
Dengan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk 10/Ka/1963 
ketentuan Pasal 7 tersebut ditegaskan berlaku juga terhadap gadai tanaman keras, 
seperti pohon kelapa, pohon buah-buahan dan lain sebagainya, baik yang 
digadaikan berikut atau tidak berikut tanahnya. 
Pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 menyebutkan bahwa 
tanah-tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun harus dikembalikan kepada 
pemiliknya tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan. 
Mengenai gadai yang belum berlangsung sampai 7 tahun sewaktu-waktu 
tetapi setelah tanaman yang ada selesai dipanen, pemilik tanah berhak meminta 
kembali tanahnya dengan kewajiban membayar uang tebusan yang dihitung 
dengan rumus : 
( 7 + ½ ) – waktu berlangsungnya gadai  X  uang gadai  





Menurut ketentuan Mahkamah Agung didalam putusan tanggal 6 Maret 
1971 No. 180/K/sip/1970 : ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 56 Prp 
Tahun 1960 bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan karena telah 
diperjanjikan oleh kedua belah pihak, karena hal itu sangat bertentangan dengan 
prinsip lembaga gadai. 
 
E. Langkah-langkah Penelitian 
1. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 
memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. 
Setiap penelitian memiliki metode yang berbeda antara satu dengan 
yang lainnya. Perbedaan ini menyebabkan metode pendekatan dan 
metode kajiannya ikut berbeda. 
Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini 
adalah metode penelitian Deskriptif Analisis, yaitu metode yang 
digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan, menganalisa, 
mengklarifikasi, dan mengkontruksi gejala-gejala atau fenomena-
fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa 
kejadian dan masalah yang aktual dengan realita yang ada. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu mengkaji 
berbagai norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 





buku, majalah, surat kabar, dan catatan lainnya yang terkait dengan 
permasalahan yang sedang dibahas. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang 
dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang 
diajukan terhadap masalah yang dirumuskan. 
4. Sumber Data 




a. Bahan Hukum Primer 
Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 
dan berupa peraturan perundang-undangan yaitu : 
1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang 
Dasar 1945 
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-
dasar Pokok Agraria 
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 
Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian  
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan pengkajian seeperti 
buku-buku literatur, hasil penelitian, data-data, tulisan, kajian, situs 
internet dan data-data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi. 
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c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan 
memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder misalnya kamus hukum, artikel, koran, dan 
penjelasan yang ada pada akhir buku (indeks kumulatif). 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 
a. Pengamatan atau Observasi 
Pengamatan atau observasi adalah teknih pengumpulan data 
dengan cara melakukan observasi secara langsung, artinya penulis 
langsung mendatangi Desa Situmekar Kecamatan Cisitu 
Kabupaten Sumedang dengan mengambil data-data yang 
diperlakukan dalam melakukan penelitian yang dimaksud. 
b. Wawancara  
Yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan salah 
seorang pemegang gadai tanah di Desa Situmekar Kecamatan 
Cisitu Kabupaten Sumedang. 
c. Studi Pustaka 
Yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis 
seperti makalah, artikel, serta literatur lain yang ada hubungannya 







6. Analisis Data 
Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis 
melalui langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik 
sumber primer maupun sumber sekunder mengenai gadai tanah 
dalam masyarakat adat di Desa Situmekar Kecamatan Cisitu 
Kabupaten Sumedang. 
2. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan 
masalah yang diteliti mengenai gadai tanah dalam masyarakat adat 
di Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. 
3. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 
kerangka pemikiran tentang gadai tanah dalam masyarakat adat di 
Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. 
4. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan 
memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah 
mengenai gadai tanah dalam masyarakat adat di Desa Situmekar 
Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. 
 
